WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

a. bahwa untuk menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kota Bukittinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagai
mana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 1) yang

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota

Bukittinggi:

a. Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2021 Nomor 8); dan

b. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2022 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari atas
komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

o

biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota;
f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19;
g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Walikota

tentang standar harga satuan Pemerintah Daerah.



(3) Dalam hal suami/istri Walikota, suami/Istri Wakil

Walikota, Ketua Dharma Wanita yang melaksanakan
Perjalanan Dinas sehubungan dengan menghadiri
undangan atau mengikuti pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD termasuk mendampingi Walikota, Wakil
Walikota dan/atau Sekretaris Daerah maka
penggolongan dan  tingkatan dalam = melakukan

Perjalanan Dinas disamakan dengan Eselon II.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 di ubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (1) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa
penginapan di:

a. hotel; atau

b. tempat penginapan lainnya.
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas
tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah

Daerah.

Dalam  hal Pelaksana  perjalanan dinas  tidak
menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya
penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juli 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 18



